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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis
operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bojonegoro.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOJONEGORO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bojonegora.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif vang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.



o

15.Sapta Pesona adalah keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan,
keindahan, keramahan dan kenangan.

16. Terpadu adalah keterpaduan obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UPTD Destinasi Wisata
Terpadu Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro adalah
Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas dalam
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerjanya yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Destinasi Wisata Terpadu, terdiri dari :
a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Destinasi Wisata Terpadu sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 5

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun
horizontal.

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi,
dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila
terjadi penyimpangan, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala UPTD bertanggung jawab kepada atasan langsung serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

UPTD Destinasi Wisata Terpadu dipimpin Kepala UPTD yang dijabat oleh
Pejabat Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTD Destinasi Wisata Terpadu

Pasal 6

UPTD Destinasi Wisata Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2),
mempunyal tugas :

a.

b.

melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan, perumusan kebijakan
teknis, dan perencanaan program pada UPTD;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua obyek wisata yang
berada dibawah kewenangan UPTD;

melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola
obyek wisata dan pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkup
UPTD;

melaksanakan pelayanan kepada pengunjung obyek wisata sesuai dengan
SAPTA PESONA,;

melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi obyek wisata;
melaksanakan pelaporan pelaksanaan pelayanan di obyek wisata kepada
Kepala Dinas;

melaksanakan administrasi umum di bidang destinasi wisata terpadu;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Destinasi Wisata Terpadu terdiri dari
sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional UPTD Destinasi Wisata Terpadu
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Badan Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) huruf k,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

. . DR. Hj. ANNA MU'AWANAH
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS D @WATEH BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN  TATA KERJA  UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD DESTINASI WISATA TERPADU KELAS B

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

= GARIS KOMAND

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS D PATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003




